BAB I

TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD DAN IJARAH

A. Pengertian Akad dan ljarah
1. Pengertian Akad

Menurut bahasAkadmempunyai beberapa arti, antara lain :
a. Mengikal( Ly ) ) yaitu:

saa) 5 Ak L Sl Ja A laaaal g Gl 8 )k aes
“Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salalursga dengan

yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanyajadie

sebagai sepotong benda."
b. Sambungaf 322 ) yaitu:
i 5 Lebuth .01 Sl
“Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mesmyik.”

c. Janji (%) sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an :
BN ORIV FomxeOOM (68 FSom=e
OHN'RO AFfa S OHTNRKee O EOzsa 500
¢V EQRIECOM @aF

“sebenarnya, barang siapa yang menepati janji datakwa, maka
sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa”
(QS. Ali Imron : 76)

! Hendi SuhendiFigh Muamalah Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Cet. |, 20024
2 .

Ibid.
% Departemen Agama RAl-Qur'an dan Terjemahany&andung: J-ART, 2005, h. 59.



Jadi dari definisi-definisi yang dikemukakan disatiapat disimpulkan
bahwa akad menurut bahasa yaitu apabila ada 2 ¢(daay) membuat suatu
perjanjian dan kedua orang tersebut setuju makasakg@ harus menepati
janji dan mempertanggungjawabkannya. Dalam terragiohukum Islam

akad didefinisikan sebagai berikut :
alas o i) Cufly & g e da g e Jsidy Bl )

“Akad adalah pertalian antara ijab dan qgabul yaiigrthrkan oleh
syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyaK

ljab dalam definisiakad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak

melakukan perikatan(akad) oleh suatu pihak, biasanya disebut pihak
pertama. Sedangkargabul adalah pernyataan atau ungkapan yang
menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya dinamadthak kedua,

menerima atau menyetujui pernyataan fiab.

Menurut Rachmat Syafe’i bahwakadsecaraetimologiadalah ikatan
antara dua perkara, baik ikatan secara nyata malgptan secara maknawi,
dari satu segi maupun dua segi. Menurut terminaltggna’ figh, akad dapat
ditinjau dari dua segi yaitu secara umum dan sddaraus.

Secara umum pengertiakad menurut pendapat ulama’ Syafi'iyyah,
Malikiyyah dan Hanafiyyah yaitu segala sesuatu yalikerjakan oleh

seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, sepegkaf, falak,

4 Ghufron A. Mas’adiFigh Muamalah Kontekstualakarta : Raja Grafindo Persada,
Cet. ., 2002, h. 76-77.



pembebasan atau sesuatu yang pembentukkannya nodkdoutkeinginan
dua orang seperti jual-beli, perwakilan dan gadai.

Secara khusus pengertismkad adalah perikatan yang ditetapkan
dengan ijab gabul berdasarkan ketentuan syara’ yargampak pada
objeknya’

Menurut T. M. Hasbi Ash-Shiddieggkadmenurutiughahialah :

lasasd Doy a3 O Laas) adys cplia sk gen sa5 ; Doyl

ah\}la.kés

“Rabath (mengikat) yaitu : mengumpulkan dua tepidan mengikat
salah satunya dengan yang lain hingga bersambalgkéduanya
menjadi satu benda.”

Menurut fugaha ialah :
e A Gy g e da s o J sy g b )

“Perikatan antara ijab dan qabul yang dibenarkaarasydan
menetapkan persetujuan kedua belah pifiak”.

Menurut M. Ali Hasanakad (arab :3xl) yaitu perikatan, perjanjian

dan pemufakatan), pertalian ijab (pernyataan mékakukatan) dan gabul
(pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kekesgari'at yang
berpengaruh pada obyek ikatan. Semua perikatamsékai) yang dilakukan
oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpaag klarus sejalan dengan

kehendaksyari'at. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain

5 Rachmat Syafe’iFigh MuamalahBandung : Pustaka Setia. Cet. Ke-3, 2006, h. 43-44.
® Hashi Ash-ShiddiegyPengantar Figh MuamalagtSemarang. Pustaka Rizki Putra. Cet.
Ke-4, 2001, h. 26.



transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesgpalintuk membunuh
orang’

2. Rukun dan Syarat Akad
a. Rukun Akad

Terdapat perbedaan pandangan di kalamggaha’ berkenaan dengan
rukun akad yang terdiri atas :

a. Al-‘Agidain, yaitu para pihak yang terlibat langsung dengadak

b. Mahallul ‘aqd, yaitu obyek akad, yaitu sesuatu yang hendak

diakadkan.

c. Sighat al-‘aqd, yaitu pernyataan kalimat akad, yang lazimnya
dilaksanakan melalui pernyataan ijab dan gabul.

Menurut fugaha’ Hanafiyyah, rukun akad hanya saituysighat al-
‘agd. Menurutnyaal-‘agidain danmahallul ‘aqdbukan sebagai rukuakad,
melainkan sebagai syarat.

Adapun rukun menurut istilafugaha’ danahli ushuladalahsesuatu
yang menjadikan tegaknya dan adanya sesuatu sedtarabersifat internal

(dakhiliy) dari sesuatu yang ditegakkannya.
Berdasarkan pengertian diatas maka rukun akad radtalsepakatan
dua kehendak yaknjab danqgabul Seorang pelaku tidak dapat dipandang

sebagai rukun dari perbuatannya, karena pelakunbuk@upakan bagian

T Ali Hasan,Berbagai Macam Transaksi Dalam Isladakarta : Raja Grafindo Persada.
Cet. ., 2003, h. 101.



internal dari perbuatannya. Sebagaimana yang hepaéta ibadah, misalnya
shalat, di mana orang yang melakukan shalat tidglatddipandang sebagai
rukun shalat. Atas dasar iai-‘agid (orang atau pihak yang melakukan agad)
tidak dapat dipandang sebagai rukun akad. Namuagseb fugaha’ seperti
Imam Ghazali, seorang ulama dari mazhab syafi'iypagmandandaqid
sebagai rukun akad dalam pengertian karena ia rakanpsalah satu dari
pilar ulama dalam tegaknya akad. Demikian jugalppat Syihab al-Karakhi
dari kalangan Mazhab Malikiyyah.

Menurut T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa rukun aleathlahijab
dangabul (shighatul ‘aqd) atau ucapan yang menunjukkan kepada kehendak
kedua belah pihak.

Ada tiga syarat dalai@highatul ‘Agdiyaitu :
1. Harus terang pengertiannya.
2. Harus bersesuaian antdjab dangabul
3. Memperlihatkan kesungguhan dari pihak-pihak yarmgdregkutar?.

Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa rukun akad ladmgh dan
gabul Adapun orang yang mengadakan atau tidak dikategorukun sebab
keberadaannya sudah pasti.

Ulama selain Hanafiyyah berpendapat bahwadmemiliki tiga rukun
yaitu :

1. Orang yang akad&gqid)

2. Sesuatu yang diakadkam&'qud alaih)

& Ghufron A. Mas’adiloc.cit. 78-79.
® Hasbi Ash-ShiddieqyQp. Cit, h. 29.



3. Sighatyaituijab dangabul

Definisi ijab menurut ulama Hanafiyyah adalah penetapan perbuatan
tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkeh orang pertama,
baik yang mengerahkan maupun yang menerima, sedarnglbul adalah
orang yang berkata setelah orang mengucapjedn yang menunjukkan
keridhaan atas ucapan orang pertama.

Berbeda dengan pendapat ulama selain Hanafiyyahebgdib adalah
pernyataan yang keluar dari orang kedua. Sedarggdaul adalah pernyataan
dari orang yang menerima barang. Pendapat ini ragauppengertian umum
yang dipahami orang bahwa ijab adalah ucapan oyang menyerahkan
barang (penjual dalam jual beli), sedangkan qalaldéd pernyataan dari
penerima barant.

Mustafa Ahmad al-Zarga’ sebagaimana dikutip olehuf@m A.
Mas’adi menyimpulkan pendapat pdtagaha jumhurdengan menawarkan
istilah lain yaitu (unsur penegak akadligawimat agadtau rukun akad :

1. Al-‘Aqgidain (dua orang aqid)
2. Mahallul ‘agad(obyek akad)
3. Maudhu'ul ‘agad(tujuan akad)
4. Shighat agadijab dangabul).*?
b. Syarat Akad

Adapun syarat menurut pengertiagahadanahlul ushuladalah :

19 Rahmat Syafe’iQp. Cit, h. 45.
1 bid. h. 46.
2 Ghufron A. Mas'adiOp. Cit, h. 80-81.



i lege gyl s hsa Y et o e day ) e | S

“Segala sesuatu yang dikaitkan pada tiadanya segaag lain, tidak
pada adanya sesuatu yang lain, sedang ia bersistereal
(kharijiy).” *

Syarat-syarat terjadinya agad, ada dua macam yp#ttama, syarat-
syarat yang bersifat umum yaitu syarat-syarat yeajgp sempurna wujudnya
dalam segala macam aqgad. Kedua, syarat-syaratsjfatgya khusus, yaitu
syarat-syarat yang disyaratkan wujudnya dalam sajiah aqad, tidak dalam
sebahagian yang lain.Syarat khusus ini bisa jugsebdt syaratidhafi
(tambahan) yang harus ada disamping syarat-syamag ymum, seperti
syarat adanya saksi dalam pernikahan. Syarat-syaratm yang harus
dipenuhi dalam berbagai macam akad adalah :

1. Ahliyatul ‘agidaini (kedua belah pihak cakap berbuat)

2. Qabiliyatul mahalil aqdi li hukmihilyang dijadikan obyek akad, dapat
menerima hukumnya)

3. Al wilyatus syar’iyah fi maudhu’il ‘aqd{agad itu diizinkan oleh syara’,
dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannyan
melaksanakannya, walaupun dia bukan si aqid s¢ndiri

4. Alla yakunal ‘agdu au maudlu’'uhu mamnu’an binashstgyar’iyin
(janganlah akad itu agad yang dilarang syara’).

5. Kaunul ‘aqdi mufidar(agad itu memberi faedah)

6. Baqaul ijabi shalihan ila mauqu’il gabufijab itu berjalan terus, tidak

dicabut sebelum terjadi gabul)

13 |bid., h. 79.



7. Ittihadu maijlisil ‘aqdi(bersatunya maijlis agadf).
Menurut T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa syarat-ayayang

diperlukan dalam mengadakan akad terdiri :

=

. Al-‘Aqgidain (dua orang aqid)
2. Mahallul ‘agad(tempat akad)
3. Maudlu'ul ‘agad(obyek akad)
4. Rukun-rukun aqgad.
Menurut Rahmat Syafe’i ada empat macam syaratisgiatam obyek
akad @l-ma’qud ‘alaih) yaitu :
1. Ma’qud ‘alaihi (barang) harus ada ketika akad
2. Ma’qud ‘alaihi harusmasyru’(sesuai ketentuan syara’)
3. Dapat diberikan waktu akad
4. Ma’qud ‘alaih harus diketahui oleh kedua pihak yang akad

5. Ma’'qud ‘alaih harus suct®

3. Macam-macam Akad
Pembagian macam dan jenis akad dapat dilakukarbedragai aspek
dan sudut pandang yang berbeda-beda sebagaimana ber.
a. Akad ShahihdanGhairu Shahih
1. Akad Shahih
Akad shahihadalah akad yang memenuhi seluruh persyaratan yang

berlaku pada setiap unsur akadjiflain, shighatul ‘agad, maudlu’'ul ‘aqad

4 Hasbi Ash-ShiddieqyPengantar Figh Muamalghlakarta : Bulan Bintang. Cet. Ke-3.,
1989, h. 27-28.
% Ibid, h. 33.



dan mabhallul ‘agayl Akibat hukum yang ditimbulkan berlaku semenjak
berlangsungnya akad. Misalnya : Akad jual beli yaligkukan oleh para
pihak yang cakap hukum atemal al-mutagawwim.

2. Akad Ghairu Shahih

Akad ghoiru shahih adalah akad yang sebagian unsurnya atau
sebagian rukunnya tidak terpenuhi. Seperti : akead peli bangkai dan
daging babi atau jual beli yang dilakukan oleh grgang tidak memenuhi
syarat kecakapan.

Dalam konsep fugaha Hanafiyyah akgtoiru shahih dibedakan
menjadi dua macam yaitu akéabid dan akadathil. Namun konsepumhur
fugahatidak membedakan antara keduanya. Yang dimaksudadeakad
bathil dalam pandangan fugaha Hanafiyyah adalah akadogoag rukun dan
tujuannya, atau karena prinsip dan sifat-sifat akadbertentangan dengan
ketentuan syari’at seperti orang gila, atau caeatagighat akadnya, atau
karena obyeknya tidak dapat dikenai hukum dfad.

Menurut mereka akdokathil ini sama sekali tidak menimbulkan akibat
hukum. Sedangkan akafhsid menurut mereka adalah akad yang pada
prinsipnya tidak bertentangan dengan syarat, namewdapat sifat-sifat
tertentu yang dilarang oledyara’ yang dapat menyebabkan cacatimgaiah
seperti adanya unsur tipuan atau paksaan.

Fugaha Hanafiyah dan Malikiyah selanjutnya membadakkad

shahih menjadi 2 (dua) yaitu akadfidzdan akadnaugqufyang mempunyai

'8 Ghufron A. Mas'adiOp. Cit, h. 103-104.
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kewenangan (wilayah) melakukan akad. Akibat hokamgyditimbulkannya
berlaku seketika berlangsungnya akad. Sedangkahrmaiaqufadalah yang
dilakukan oleh orang yang cakap namun tidak memguRgwenangan
melaksanakan akad. Akibat hukum yang ditimbulkayaadiungkanrfauquy
pada izin dari pihak yang berwenang. Jika pihakgyaerwenang tidak
mengizinkannya maka akad batal.

Dalam pandangan fugaha Syafi'iyah dan Hanabilall akauqufini
dinamakan sebagai akad yang batal.
b. Akad MusammadanGhoiru Musamma

Perbedaan jenis akad ini adalah dari segi kenaryaag dinyatakan
olehsyara’ antara lain :

1. Akad Musamma

Adalah sejumlah akad yang disebutkan olslgard dengan
terminologi tertentu beserta akibat hukumnya, migalakadbai’, ijarah,
syirkah, hibah, kafalah, hawalah, rahn, wasiat, djdan lain-lain.

2. Akad Ghoiru Musamma

Adalah akad yang manasyara’ tidak menyebutkan dengan
terminologi tertentu beserta akibat hukum yangnhtilkannya. Seperti akad
istishna’, bai’ al-wafa’danbai’ istijrar dan lain sebagainy3.

Akad istishna’ yaitu akad pemesanan sebuah produk tertentu, sepert

jual beli perburuhan dan perjanjigBai’ al-wafa’ adalah akad jual beli benda

7 \bid, h. 104-105.
18 Hendi SuhendiOp. Cit, h. 52-53.
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tidak bergerak dalam batas waktu tertentu dengdrarkean menjualnya

kembali kepada pihak yang memiliki sebelumnya, gepel beli dan gadai.
SedangkarBai’ istijrar adalah akad mempersewakan denda sekaligus

penjualnya dalam mempertimbangkan sewa yang tétalyatkan->

c. Berdasarkan maksud dan tujuannya, akad dibedakajada¢ujuh

macam sebagaimana berikut :

1. Akad al-tamlikiyyah yakni akad yang dimaksud sebagai proses
kepemilikan, baik kepemilikan benda maupun pemilikaanfaat jika
akad ini dilaksanakan secara cuma-cuma dinamakad w@bbaru’
sepertihibah, wakaflanariyah (pinjam meminjam).

2. Akad al-isqoth yakni akad yang dimaksudkan untuk menggugurkan
hak, baik disertai imbalan atau tidak. Seperti akehjatuhkarkhulu’
tanpaiwadh, pemaafan terhadapshash pembebasan hutang.

3. Akad al-ithlaq, adalah akad yang menyerahkan suatu urusan dalam
tanggung jawab orang lain, sepenvakalah(perwakilan) darawliyah
(penyerahan kuasa).

4. Akad al-tagyid yaitu akad yang bertujuan untuk mencegah sesgoran
bertasyaruf sepertiwasiat pengampuan atas seseorang lantaran gila
atau cacat mental.

5. Akad al-tawtsiq yaitu akad yang dimaksudkan untuk menanggung
piutang seseorang atau menjaminnya, seperti : kikadah, hawalah,

rahn.

¥ Ghufron A. Mas’adiOp. Cit, h. 106-107.
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6. Akad al-isytirak, yaitu akad yang bertujuan untuk bekerja sama dan
berbagi hasil, seperti : akaglirkah, mudharabah.

7. Akad al-hifdh, yaitu akad yang dimaksudkan untuk menjaga harta
benda, seperti akadadiah.

d. Akad'Ainiyah dan AkadGhoiru ‘Ainiyah

1. Akad‘Ainiyah yaitu akad yang disyaratkan dengan penyerahandparan
barang, seperti jual beli.

2. Akad Ghoru ‘Ainiyahyaitu akad yang tidak disertai dengan penyerahan
barang-barang, karena tanpa penyerahan barangghawarakad sudah

berhasil, seperti akad amarfah.

B. Pengertian al-ljarah

1. Pengertian ljarah
Sebelum dijelasakan pengertiafljarah, penulis tekankan dalam

pembahasan ini yang akan penulis uraikan adalaljarah dalam arti
perjanjian jasa atau tenaga. ljarah berasal dasa Kal-ajru” yang arti
menurut bahasannya ialah al- ‘iwad yang arti datehasa Indonesia ialah
ganti dan upaf® Dalam figih muamalah,al-ljlarah mempunyai dua
pengertian yaitu:
1. Perjanjian sewa-menyewa barang

2. Perjanjian sewa-menyewa jasa atau tenaga (jedo)y’>

20 Hendi SuhendiQp. Cit, h. 53.

2 Ahmad Warson MunawirAl-Munawir Kamus Arab-IndonesiaJakarta: Pustaka
Progresif, 1984, h.751.

22 Rachmat SyafeQp. Cit, h.122.
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Al-liarah (perjanjian kerja) ini sering juga diistilahkan nd@an
perjanjian untuk melakukan pekerjaan dan lazim jaigunakan istilah
perjanjian perburuhaﬁ

Kitab Undang-undang Hukum Perdata karangan Ninikpa8u,
dengan (ed: Andi Hamzah), menerangkan bahwa pienamkjerja adalah
dimana pihak kesatu, yaitu buruh mengikatkan dittukk menyerahkan
tenaganya kepada pihak lain, yaitu majikan selaraitwtertentu, untuk
melakukan pekerjaan dengan menerima épah.

Berikut beberapa definisi ljarah yang dikemukakarapulama’

a. Menurut Mazhab Hanafiyah :
o b e Lo e
“Transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatalanb.
b. Menurut Mazhab Syafi’i :
o sbaa (m gms Aaly oY1 5 J 2l ALS A Luo o slae 5 poile Aniia o S
“Transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertenbersifat bisa
dimanfaatkan, dengan suatu imabalan tertentu”.

c. Menurut Mazhab Malikiyah dan Hanbaliyah

U5 sl e B Lia (o5 b Lie il

2% Chairuman Pasaribu, et alukum Perjanjian dalam Islapdakarta: Sinar Grafika,
Cet. 2, 1996, h. 154.

24 Niniek SuparniKitab Undang-undang Hukum Perdatigkarata: Rineka Cipta, 1991,
h. 383.
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“Pemilikan manfaat yang dibolehkan dalam waktueetu dengan suatu
imbalan” ?°

d. Menurut Syaikh Syihab al-Din dan Syaikh Umairah :
la g g Aaly Y15 JAT AL 183 guniie A slae Aadia e ie
“Akad atas manfaat yang diketahui dan disengajtukuinmemberi dan
membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika it

e. Menurut Hasbi Ash-Shiddigie :

& Liall a9 LeSolat (51 8 gona Baay (i) dadie e 4la Lial) de gin g 23

“Akad yang obyeknya ialah penukaran manfaat untuksa tertentu,
yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengaenjual
manfaat”?®

f. Menurut Sayyid Sabiq ijarah ialah suatu jenis akeuk mengambil
manfaat dengan jalan pengganﬁén.

Drs. Ghufron A. Mas’adi M.Ag dalam bukunya yangjbdul Figh
Muamalah Kontekstual menjelaskan bahyasah dapat dibedakan menjadi
dua, yaituijarah yang mentransaksikan manfaat harta benda yang lazim
disebut persewaan, ddjarah yang mentransaksikan manfaat SDM yang
lazim disebut perburuh&.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa dalam menerjeraahfarah

tersebut janganlah diartikan menyewa sesuatu banamigk diambil

% Hasan Ali,Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Figh Muamplatakarta : Raja
Grafindo Persada, Cet . 1, 2003, h. 227-228.

%6 Hendi SuhendiQp.Cit, h. 114-115.

27 sayyid SabigFigh Sunnah Juz 13Jih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Bandung :
Al-Ma’arif, 1988, h. 15.

28 Ghufron A. Mas’'adi.Figh Muamalah Kontekstuallakarta :Raja Grafindo Persada,
Cet. 1, 2002, h. 183.
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manfaatnya saja, tetapi harus dipahami dalamuas. IDalam arti luagarah
bermakna suatu akad yang berisi penukaran manésaat dengan jalan
memberikan imbalan dalam jumlah tertentu yang dalsah ini dapat
dikategorikan ke dalam perjanjian kerja.

Perjanjian kerja ini dalam Hukum Islam digolongkd&®pada
perjanjian sewa-menyewa untuk melakukan pekerjatam istilah Hukum
Islam pihak yang melakukan pekerjaan disebut dengariajir, pada
lapangan perburuhan mu’ajirnya adalah pemilik usabdangkan buruhnya
disebut musta’jir, objek yang dijadikan sasarangyberwujud imbalan dalam
berijarah disebut alma’qud ‘alaffi.

Secara umum yang dimaksud dengan perjanjian kedalaka
perjanjian yang diadakan oleh dua orang (pihak) khih, yang mana pihak
satu berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pyaalg lain berjanji untuk
melakukan pekerjaan terseBtt.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwgapgan kerja itu
harus memuat ketentuan yang berkenaan dengan harbkagja tersebut,
yaitu hak dan kewajiban buruh serta hak dan kewaajimajikan, adapun
pernyataan tersebut membuktikan adanya kesangglgrakesungguhan dari

masing-masing pihak untuk menjalankan hak dan kbaaj"

2. Landasan Hukum ljarah.

2% Helmi Karim,Figih Muammalah,Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, h. 34.

%0 Tagiyuddin An-Nabani, Membangun Sistem Ekonomi AlternagTerjemahan),
Surabaya: Risalah Gusti, Cet. 7, 2002, h. 83.

31 Djumialdiji, Perjanjian Kerja Jakarta: Sinar Grafika, Cet 1, 200%,7.
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a. Landasan Al-Qur’an firman Allah SWT surat Al-Bagai@yat 233:

O A2 OGO v N0

BXMARD GO SOl
ARNc @GCRY e[X]eo AEHDAGDRA OO w0
Lo 08 2 OXHAR SO NO A<HAEOREH N

crONO DALY o e N Bl N0 TPERER
AP oS BX0>00xa €3

A F o3 08000 BXMACOREH RS-0
<OBZNOO<= ¢ UDHOOV D« o OHAYE

Artinya : ..... “ Dan jika kamu ingin anakmu disusukaleh orang lain, maka
tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pgamdoa
menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allam d
ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu
kerjakan.” (Q.S: Al-Bagarah: 233j.

Allah SWT menjelaskan bahwa membolehkan sewa meaysada
penyusuan, dan apabila sewa menyewa seperti itarbdighkan maka
diperbolehkan juga sewa menyewa yang sama sep@idkdgud dalam dalil
tersebut, dalam artian seorang manusia diperbatelkduk menyewakan
tenagananya sebagai pekerja untuk melakukan sakéujpan.

Firman Allah, surat al-Qashas ayat: 26-27

s RNOE N I7 RO ARND & w2
MRO €MIOER UK $dSRA S 0.6 $<HTi#THO
o JRAL 2 TN PYAND & X R Yoy NSYIK 2N ) & 32200 Jrak s
| 22y a\ VAT Do de OO QM Wa
A@ERsQERANL 2O €O OALL MOTNOXRD
FxveIORLE OR W CIAHL F BOROERND
RETEECEOON ORNEIORNE i QO S QMR
06 SORO =M 0 §) R +o BE&E.0
Fo 4800 EOUQOCHR {$INOw Scn@fo R
>ONORHEHOR [O72A00 0L <O OANLL

%2 Departemen Agama RAI Quran dan Terjemahany&andung: J-ART, 2005, h. 38.
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+ S0 QAL KA HYRO MORFECOE X AR
¢xV QP RECODWa I @8

Artinya : “Salah seorang dari kedua wanita itu la¢ak “Ya Bapakku,
ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kitayena
sesungguhnya orang yang paling baik yang kami anomuilik
bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagatdjpercaya.
Berkatalah dia (Syu’aib) “Sesungguhnya aku bermaksu
menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedudkuarna,
atas dasar bahwa bekerja denganku delapan tahujikdda@mu
cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kabpidari
kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu dan kasya
Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yangie
(Q.S. Al-Qashas: 26-275.

Allah  SWT menyebutkan, bahwa salah seorang darii-Ngé
mempersewakan dirinya (bekerja mencari upah) bpbefahun untuk
menggembala kambing, dan yang menjadi bayaranralatadikawinkannya
nabi tersebut dengan putri Nabi Syu’aib. Dari eeriersebut maka itu
menunjukkan atas pembolehan sewa-menyewa antaangguekerja dengan
majikan.

b. Landasan Sunah ljarah

1. Dirwiyatkan oleh Imam Abu Dawud
J8 oyl eVl T ghe ) JUB alu g ade &) o all die il (pa ) oo il (e

(4ale 0ol 55 ) 4 Ciny

33 bid. h. 389.
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Artinya : “ Diriwayatkan dari Umar ra. Bahwasanyabil Muhammad SAW

bersabda: “Berikanlah upah pekerja sebelum kerimngatnya™>*

(HR. Ibnu Majah).

Menerangkan bahwa seorang pengusaha atau majikans ha
bertanggung jawab dalam pembayaran upah pekerjaiaisedengan

kesepakatan yang telah dibuatnya.

2. Dalam hadist lain disebutkan :
e ot plugadde &) Lo il o (g3 3 grne ) 0

(m\a\}J)oﬁ\doﬁé;ﬁ;m;\
Artinya . “Sesengguhnya Rosulullah SAW, melarang mempekerjakarh,
sehinggah diketahui kejelasan upahnyaHR. Ahmad)

Maksudnya adalah pihak pengusaha wajib memberitahblksarnya
upah yang akan diberikan kepada seorang pekerfapatieerjaannya, dan

membayarkannya sesuai dengan isi perjanjian tetrsebu

3. Rukun dan Syarat-Syarat Al-ljarah
a. Rukunljarah
Para ulama’ berbeda pendapat tentang rukun ljaedrs garis besar,

perbedaan pendapat ulama’ itu sebagai berikut:

3 Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-AsqalaniBulughul Maram hadist nomor 93Burabaya:
Darul ‘llm, h. 934.

% Muhammad Ibn Yazid al-Qowaisunan Ibn Majjah, Juz lIDar al-Fikr, Beirut, tth.,
h. 817.
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1. Menurut ulama’ Hanafi rukun al-ijarah itu harsagtu, yaitu ijab (ungkapan
menyewakan) dan qobul (persetujuan terhadap sewgana).

2. Adapun golongan Syafiiyah, Malikiyah, dan Harteerpendirian bahwa
rukun ijarah itu terdiri atas :

a. Mu'ajir (pihak yang memberikan ijarah atau orangnga

menyewakan).

b. Mustaljir (orang yang membayar ijarah atau orangngya

menyewa).

c. Al-Ma’qud ‘alaih (adanya objek ijarah).

Ma’'qud alaih dijadikan rukun karena kedua belahakihagar
mengetahui wujud barangnya, sifat, keadaannya barganya.

Sesuatu yang dijadikan obyek perjanjian kontrakakadalah berupa
tenaga manusia atau keterampilan, karena tanpayaddoyek, maka tidak
akan terwujud suatu akad, hal ini untuk menghinddenya unsur penipuan
dalam bidang pekerjaan dan pemberian upabh.

d. Ujrah (upah atau imbalan).

e. Sighat (ijab dan gabul), serah terima antara keihek3®

Dalam hal perjanjian kerja ini, ulama’ juga mensykan untuk
mengambil bentuk tertentu, cara apa pun yang makkan adanya ijab dan
gobul sudah dianggap sebagai akad dan akad terdetap dianggap

berpengaruh selamanya, asal dilakukan oleh merekag yberhak

% Helmi Karim, Figih MuammalahOp. cit h. 34.
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melakukannya dan memenuhi syarat-syarat utuk boiehyelenggarakan
akad.

Syarat orang yang berakad adalah kedua belah pdrak melakukan
akad disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duamyak&él dan dapat
membedakan. Jika seseorang yang berakad itu @ila atak kecil yang
belum dapat membedakan, maka akad menjadi tidaK sah

Demikian pula orang yang mabuk dan orang yang ka#fadang
datang sakit ingatan, maka tidak sah pula melakijkaah ketika ia dalam
keadaan sakit

Ulama’ Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwadule orang
yang berakad itu tidak harus mencapai usia batefapi anak yang sudah
mumayyiz (sudah dewasa) boleh melakukan akad ijakamun mereka
mengatakan, apabila seorang anak mumayyiz melakakaad al-ijarah
terhadap harta atau dirinya, maka akad tersebut anggap sah apabila
telah disetujui oleh waliny&.

Akan tetapi imam Syafi'i dan Hambali satu syarafi,lgyaitu baligh.
Perjanjian sewa-menyewa dilakukan oleh orang yahgni dewasa menurut
mereka adalah tidak sah, walaupun mereka sudabernarkpuan untuk
membedakan mana yang baik dan mana yang burukéea

ljarah sebagai sebuah transaksi umum, baru dianggappsaiieatelah

memenuhi syarat dan rukunnya.

3" Sayyid SabidFigih Sunah,Jilid13, Op. cit.h. 11.

38 Helmi Karim, Figih Muamalah Op. cit h. 35.

%9 Nasrun Haroerkigh Muamalah Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, h. 232.
40 Chairuman Pasaribu, et &lukum Perjanjian dalam Islan®p. cit, h. 53.
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b. Adapun syarat-syardjarah adalah sebagai berikut:
1. Adanya kerelaan dari dua belah piltak.
Dalam hal ini, tidak boleh dilakukan akad ijaraktokalah satu pihak
atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan dak péray berakad atau

pihak yang lain, sehingga penyelenggaraan akadhijatidasarkan atas

kemauan sendiri dengan penuh kerelaan.

Sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa’ad8lah:

&0EN A A P oS PR Y 10]61m KE ST J1©)
B -MOD>EH>E06¢ & oo B URXGE -0
¢ >Z0O0% 0 ¢ R SRRVCTASE Jm ENT-Nm | BN

& WAAEe = SO Pe RO P =YDV EZN W@ e N
JLAEGONE Hvice@is MTOR COOOONNE
AL72890>HAIROW BHXMUDHET D1 @0
JLAERNE S QLARE AL Sk OQRO

e IOIOIROR L6

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, jangank#mu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecualgaeralan
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-sukatatiadmamu.
dan janganlah kamu membunuh dirimu; SesungguhnyahAl
adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S: An-Nisa’#29)

2. Ma’'qud ‘alaih bermanfaat dengan jelas.
Adanya kejelasan pada Ma’'qud ‘alaih (barang) mdaggkan

pertentangan diantara ‘aqid. Diantara cara untukgehui ‘alaih (barang)

1 Nasrun Haroerfigh MuamalahOp. cit. h, 232.
“2 Departemen Agama RAl Qur'an dan Terjemahany®p. cit,h. 84.
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adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembata&dun @wtau menjelaskan
jenis pekerjaan, jika ijarah atas pekerjaan atsa $@seorang.

3. Objek al-ljarah sesuai yang dihalalkan oleh sy#ta’.

Para ulama’ figih sepakat bahwa tidak boleh menyseseorang
untuk mengajarkan ilmu sihir, menyewa seseorangkuntembunuh orang
lain (pembunuh bayaran), dan orang Islam tidak tbotlenyewakan rumah
kepada non muslim untuk dijadikan tempat ibadahekermenurut mereka
objek sewa-menyewa dalam contoh diatas termasukiatak

4. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yangqadkag,
sehingga mencegah terjadinya perselisihan. Dengdam jmenyaksikan
barang itu sendiri, atau kejelasan sifat-sifatriga papat hal ini dilakukan
menjelaskan pekerjaan yang diharamkan.

5. Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepgd.
Diantara contohnya adalah menyewa orang untuk tsferdu, puasa, haji,
dan lain-lain. Para ulama’ figih sepakat menyatakahwa sewa-menyewa
orang untuk melakukan shalat untuk diri penyewarmanyewa orang belum
haji untuk menggantikan haji penyewa tidaklah darena shalat dan haji
merupakan kewajiban bagi orang yang disewa.

6. Manfaat ma’qud ‘alaih sesuai dengan keadaan yangruritidak
boleh menyewa pohon untuk dijadikan jemuran atenpée berlindung sebab

tidak sesuai dengan manfaat pohon yang dimaksaandgdrah.

3 Hasan Ali,Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Figh Muamjlalakarta: Raja
Grafindo Persada, 2003, h. 233.
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7. Objek al-ijjarah itu boleh diserahkan dan dipergamalsecara
langsund"*

Para ulama’ figih sepakat menyatakan bahwa tidakehbo
menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkadidamfaatkan langsung
oleh penyewa. Misalnya, apabila seseorang menyemalr, maka rumah itu
langsung ia terima kuncinya dan langsung boleh @nfeatkan. Apabila
rumah itu masih berada ditangan orang lain, makad ak-ijarah berlaku
sejak rumabh itu boleh diterima dan ditempati olemyewa kedua. Apabila
atap rumah itu bocor dan sumurnya kering , sehingg@mbawa mudarat bagi
penyewa, maka pihak penyewa berhak memilih apakahn anelanjutkan
akad itu atau membatalkan.

8. Pemberian upah atau imbalan dalam ijarah berupaasesyang
bernilai, baik berupa uang ataupun jasa, yang tioakentangan dengan
kebiasaan yang berlaku dan dilakukan atas kerelaarkejujuran’

Pada dasarnya Hukum Islam telah memberikan petwgul benar
dan ketetapan yang adil sehingga dapat memberilkamingn bagi
terwujudnya keadilan serta tercegahnya perselisjf@mgy mungkin terjadi
antara para pekerja dan para pemilik usaha. Islansyariatkan adanya
ikatan perjanjian kerja dengan dasar saling metagkian antara dua belah

pihak yang terlibat, bukan karena unsur terpaksa.

4. Bentuk ljarah

4 Nasrun Haroerfigh Muamalah, loc. cit.
%5 Nasrun Haroerfigh Muamalahjoc. cit
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ljarah dapat di bagi menjadi dua, yaitu:

1. ljarah ‘Ayan, yaitu ijarah atau sewa-menyewa dalam bentuk berala
binatang di mana orang yang menyewakan mendapaalambdari
penyewa.

2. ljarah ‘Amal, yaitu ijarah yang terjadi karena perikatan tegtpakerjaan

atau buruh manusia di mana pihak penyewa membeudgah kepada pihak

yang menyewakan.

Berdasarkan pembagian ijarah tersebut di atatu pdiperhatikan
adanya ijarah ‘amal , yaitu:

a. Pihak yang harus melakukan pekerjaan (ajir).

b. Pihak yang memberikan pekerjaan (penyewa).

Ajir adalah pihak yang melakukan pekerjaan atau melakaa tugas
sesuai dengan perjanjian kerja yang telah ditetajpleasama antara pemberi
pekerjaan (penyewa) dengan ajir sendiri.

Dilihat dari segi pekerjaan yang harus dilakulaim,ada dua macam,
yaitu:

1. Ajir Khas, yaitu pihak yang harus melakukan pekerjaan daat sif
pekerjaannya ditentukan dalam hal yang khusus daand waktu
tertentu, artinya sifat pekerjaannya tertentu daaktunya tertentu,

misalnya menjaga toko, mengasuh bayi dan sebagainya
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2. Ajir Musytarak yaitu pihak yang harus melakukan pekerjaan yafiag s
pekerjaannya umum dan tidak terbatas pada halge&ke(jaan) tertentu
yang bersifat khusu$.

Dalam perjanjian untuk melakukan jasa-jasa méuteperjanjian kerja
meliputi, yaitu:

a. Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu, yaitu pejigam kerja antara pekerja

atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan larblkegja dalam

waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. faiaye disebut dengan

PKWT

Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu dapat dibuat

1) Berdasarkan jangka waktu

2) Berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu

b. Perjanjian Kerja untuk waktu tidak tertentu, yaierjanjian kerja antara

pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakaingan kerja

tetap. Selanjutnya disebut dengan PKWTT.

46 sudarsonoPokok-Pokok Hukum Islardakarta: Rineka Cipta, Cet. 1, 1993, h. 426-427.
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